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PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

il

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa  dalam  rangka  mendukung  kelancaran
pelaksanaan program rastra di tingkat daerah dan
menindaklanjuti  Surat Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kemenko RI tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor. B-247/D-
[I/KPS.01.00/02/2017 perihal Pedoman Umum Rastra
Tahun 2017 diperlukan panduan pelaksanaan yang
mengatur mengenai petunjuk teknis program subsidi
beras sejahtera di Kabupaten Mojokerto;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Rastra Tahun
Anggaran 2017,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015;



Menetapkan

0

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun
2016 tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentuan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mojokerto;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto;

14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA  TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto

2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto
tentang Petunjuk Tecknis Program Subsidi Beras
Sejahtcra Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis
Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2017.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman teknis pelaksanaan program
Subsidi Beras Sejahtera bagi Tim Koordinasi Beras
Sejahtera Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/
Kelurahan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras
Sejahtera Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 parr aoi}

BUPATI M KERTO,

MUSTO PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal | nuarelt 2073

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

) 4 TO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 24



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2017

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI RASTRA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Pembangunan Pemecrintah Kabupaten Mojokerto untuk periode
Tahun 2016-2021 adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto
Yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan
Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”,
mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dapat dicapai
dengan peningkatan perekonomian, pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas, merata dan terjangkau, tingkat kesejahteraan ekonomi
masyarakat dapat diukur dengan rendahnya tingkat kemisikinan, ketahanan
pangan yang mantap, menurunnya tingkat pcngangguran, pendapatan
perkapita yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta
terjaganya kualitas lingkungan hidup. Dalam pencapaian masyarakat yang
sejahtera salah satunya mendukung Program Rastra di Kabuapten Mojokerto
yang merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang perberasan
nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga
Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/WaliKota
di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan
petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas
ekonomi nasional.

Pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat yang fokus pada
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam perspektif kebijakan umum,
Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peran sebagai intermediary agency
(penghubung) berbagai kepentingan mulai dari Desa, Kecamatan, Propinsi,
hingga nasional serta ke semua lapisan masyarakat secara proporsional.
Begitu juga dalam hal pelaksanaan Program Rastra yang merupakan Program
Nasional untuk seluruh masyarakat berpendapatan rendah diseluruh
Indonesia yang dalam perkembangannya, sesuai arahan Presiden, setiap
bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan
sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi
penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan
keuangan digital dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan
memperluas inklusi keuangan.



Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto
selaku Intermediary Agency dalam mensukseskan pelaksanaan Program
Rastra, mulai dari perencanaan, sosialisasi, koordinasi, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi program serta tindak lanjut pengelolaan pengaduan
sampai pada tahapan akhir pelaporan kepada Pemerintah Provinsi, dengan
melibatkan seluruh stakeholder dari level Kabupaten dan Kecamatan sampai
ke level Desa/Kelurahan serta komponen masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan
ini merupakan kebijakan dalam pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten
Mojokerto.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Rastra di Kabupaten Mojokerto dilandasi oleh
Peraturan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
dan Gizi;

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2017,
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Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2017;

Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial selaku Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat tanggal 22
Pebruari 2017 Nomor B-247/D-11/KPS.01.00/02/2017 perihal Pedoman
umum Subsidi Rastra;

Peraturan Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
kabupaten Mojokerto;

Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Ketentuan Umum

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.
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BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Rastra berdasarkan
SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani
Perum BULOG dan Pelaksana Distribus

6. DPM-1 adalah Model Daftar Pencrima Manfaat Rastra di

Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil KPM melalui
mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutahiran.

7. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/Kelurahan.

8. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Fakir
Miskin ( FPPDT-PFM ) adalah Formulir pencatatan pendaftaran dan
Perubahan Rangking Keluarga Penerima Manfaat, sebagai input Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin.

9. Formulir Rekapitulasi Pengaanti (FRP) adalah Formulir Pencatatan
KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM
Rastra melalui musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah Setingkat.

10. HTR adalah Harga Tebus Beras Rastra di Titik Distribusi (TD).

11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat terdiri dari
aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi
Rastra.
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Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat
dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang tetapkan
oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

Kemasan Beras Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan
kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

Kualitas Beras Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai
dengan kebijakan Pemberantasan yang berlaku

Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah
forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan
aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, TKSK
dan Perwakilan KPM Rastra dari setiap satulan lingkungan setempat
( SLS ) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan Daftar KPM.

Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan
musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala
Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi
penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.

Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Rastra atau jumlah Beras yang dialokasikan bagi KPM rastra untuk
Tingkat Provinsi Timur atau Kabupaten pada tahun tertentu.

Padat Karya Rastra adalah sistem penyaluran Rastra kepada KPM
yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para KPM
diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan
diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) oleh
Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Jatim atau Pemerintah Kabupaten.

Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik
Dintribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok
Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM
oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah  setingkat untuk
menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan
Program Rastra di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan
situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum
Rastra.

Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program
Rastra di Kabupaten yang disusun scsuai dengan situasi dan kondisi
setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.

Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah Program Subsidi Pangan
(Beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah
Keluarga yang berhak menerima Beras dari Program Rastra yaitu
Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 ( Daftar Penerima Manfaat- 1)
Rastra.
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Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan Alokasi
Pagu Rastra.

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO)
adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub
Divre untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.

Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/ kelurahan yang
ditetapkan sebagai tempat atau lokasi pcnyerahan beras Rastra yang
strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakai oleh
peleksana distribusi dan KPM setempat termasuk Warung Desa
(Wardes).

Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau
lokasi lokasi penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG kepada
Pelaksana Distribusi Rastra di Kantor Balai Desa/Kelurahan, atau
lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten
dengan Perum BULOG.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang
yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial
dan/atau Dinas Instansi Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten
Mojokerto selama jangka waktu tertentu untuk melakukan
pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra sesuai
dengan Wilayah penugasan di Tingkat Kecamatan.

Tim Koordinasi Rastra ( Tikor Rastra ) adalah Tim yang dibentuk
secara berjenjang di Tingkat Pusat Provinsi Kabupaten sampai dengan
Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam
pelaksanaan Program Subdidi Rastra scrta pertanggung jawabannya
sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah
lintas  sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam
mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan
kemiskinan di daerah. TKPK diketuai oleh Wakil Bupati dan
Sekretaris TKPK adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Mojokerto.

Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/Kelurahan
baik milik masyarakat Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan
yang mcmiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan
dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Rastra
dari Perum Bulog.



BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Rastra Kabupaten adalah mengurangi beban
pengeluaran Kcluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian
kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto adalah
berkurangnya beban pengeluaran 64.879 KPM dalam mencukupi kebutuhan
pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15
kg/KPM/bulan atau setara 180 kg/KPM/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,-
/kg di Titik Distribusi (TD).

C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD)
maupun ckonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.

3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.

S. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan
harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, sesuai dengan kebijakan
Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional.

6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.



BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Mojokerto

perlu dibentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, Tim Koordinasi Rastra
Kecamatan dan Pclaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan.

Penanggung jawab Program Rastra Kabupaten Mojokerto adalah Bupati,

di Tingkat Kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah
Kepala Desa/lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

A'

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Bupati Mojokerto bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra
dan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten,
sebagai berikut :
1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Rastra
di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan
koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan
penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan,
mcmilih dan menentukan salah satu dari 4 (empat) alternatif pola
penyaluran Rastra (penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa,
Kelompok Masyarakat, Padat Karya Rastra) serta melaporkan
hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra
Kabupatlen mempunyai fungsi :
a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung
pclaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
b. Penctapan Pagu Rastra Kecamatan.
. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM
. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Rastra
Tahun Anggaran 2017 (Juknis Rastra 2017).
. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten.
Pcrencanaan penyaluran Rastra.
. Koordinasi Penyelesaian HTR.
. Penyclesaian Administrasi Rastra.
. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di
Kecamatan, Desa/ Kelurahan/Pemerintahan Setingkat.
J. Pcnanganan pengaduan.
k. Pecmbinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi
Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di
Desa/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat.

[e NI

jo 2l * BN e I ¢

—



l. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra
Provinsi Jawa Timur.

Sruktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari Penanggung jawab,
Pengarah, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa bidang antara
lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring
dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri
dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab : Bupati Mojokerto
2. Pengarah :  Wakil Bupati Mojokerto
3. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Mojokerto
S. Wakil Ketua | : Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya
Selatan
6. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto
7. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kesra Rakyat
Setda. Kabupaten
8. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan
Masyarakat pada Bagian Administrasi
Kesra Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
9. Bendaharal : Staf Bagian Administrasi Kesra Setda.
Kabupaten Mojokerto
10. Bendahara II : Kepala Seksi Keuangan pada Perum

BULOG Sub Divre Surabaya Selatan
11. Bidang-Bidang

1) Perencanaan : a. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah  Kabupaten
Mojokerto
b. Kepala Badan Pusat Statistik
Mojokerto
c. Kepala Bagian Administrasi
Perekonomian Setda. Kabupaten
Mojokerto

d. Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre
Surabaya Selatan

e. Kepala Sub Bagian Keagamaan dan
Bina Mental pada Bagian Administrasi
Kesra Setda. Kabupaten Mojokerto

2) Pelaksanaan
Pendistribusian : a. Kepala Gudang Bulog Mojokerto
b. Camat se Kabupaten Mojokerto
c. Kepala Desa/Lurah Se Kab. Mojokerto



3) Monitoring dan
Evaluasi : a.Kepala Dinas Sosial Kabupaten

Mojokerto

b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi
Keagamaan dan Prasarana Keagamaan
pada Bagian Administrasi Kesra Setda.
Kabupaten Mojokerto

c. Kepala Seksi Kemasyarakatan pada
Kecamatan se Kabupaten Mojokerto

d. Staf Perum Bulog Sub Divre Surabaya
Selatan

e.4 (empat) Staf Bagian Administrasi
Kesra Setda. Kabupaten Mojokerto

f. Staf Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

g. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Mojokerto

h. 2 (dua) Unsur Forum Lintas Pelaku

4) Pengaduan : a. Inspektur Kabupaten Mojokerto
Masyarat b. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto

c. Kepala Bagian Hukum Setda.
Kabupaten Mojokerto

d. 3 (tiga) Unsur Kepolisian Resor
Mojokerto

e. 3 (Tiga) Unsur Kejaksaan Negeri
Mojokerto

Tim Koordinsi Rastra Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra di
wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai
berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program
Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas
merencanakan, sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan,
pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat Kecamatan serta
melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten. Tim Rastra Kecamatan dibantyu oleh TKSK dalam
mendampingi pelaksanaan Program rastra di Kecamatan dan
Desa/Kelurahan.
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3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra
Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan;

b. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;

c. Sosialisasi Rastra di Kccamatan;

d. Pendistribusian Rastra ;

e. Penyclesaian HTR dan administrasi Rastra ;

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rastra di

Dcsa/Kelurahan/Pemerintah Setingkat ;

g. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra  di
Desa/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat ;

h.Pclaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari
tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra
dari Pclaksana Distribusi Raskin kepada KPM.

1. Penanganan Pengaduan.

4, Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung
jawab, kctua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain:
percncanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan
evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan
Camat.

Kcanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari
unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain
Sckretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala
Scksi PMD atau Kepala Seksi terkait, dan Koordinator Statistik
Kecamatan (KSK).

Pelaksana Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan/ Pemerintah
Setingkat.

Kepala Dcsa/lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat bertanggung jawab
atas pclaksanaan Program Rastra diwilayahnya, memilih dan
menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi
Rastra, yaitu :

1)  Kclompok Kerja (Pokja);

2)  Warung Desa (Wardes);

3) Kclompok Masyarakat (Pokmas);

4) Padat Karya Rastra.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Rastra diatur
dalam Pcdoman Khusus.
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1. Kedudukan
Pclaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah yang ditunjuk
berdasarkan surat penunjukan/penetapan dari Kepala
Desa/l.urah/Kepala Pemerintahan Setingkat.

2. Tugas
Pclaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa,

menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR
serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi
Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :
a. Mclakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.

b. Pemceriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum Bulog
di TD untuk Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat yang TD nya
tidak berada di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat, maka
petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur
dalam Juknis Rastra.

c. Pendistribusian dan penyerahan Rastra  kepada KPM yang
terdapat dalam DPM-1 di TB.

d. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai dan disetorkan
langsung secara tunai dan/atau melalui rekening Bank kepada
Perum BULOG.

e. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penanda
tanganan BAST beras di TD.

f. Mcmbuat Daftar Rcalisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2
dan mclaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim
Koordinasi Rastra Kecamatan rentan waktu pelaporan ditentukan
dalam Petunjuk Teknis Kabupaten.

g. Mendokumentasikan (dalam bentuk foto hard copy dan soft copy )
seliap tahapan pelaksanaan pendistribusian Rastra di TD dan TB.
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BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra 2017 mengacu pada

Undang-Undang Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

A.

Perencanaan

Kegiatan pcrencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan
KPM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM
a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang
terdaftar dalam DPM-1 Rastra Tahun 2017.
b. Pagu Rastra Kabupaten Mojokerto sebesar 64.879 KPM telah
mcncakup Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin;

c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik
KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Bupati maka
dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran
daltar KPM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil
validasi dan perubahan data KPM melalui Musdes/Muskel
dilaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tikor
Rastra Kecamatan untuk disahkan Bupati.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
Lokasi TD  pada dasarnya ditctapkan di  kantor/balai
Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara
Pemerintah  Kabupaten dan Perum BULOG setempat dengan
mempcerhatikan usulan dari Desa/Kelurahan.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)
TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau
olch KPM ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara
pcmerintahan Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan KPM
sctempat.

. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang
masuk dalam Klaster | Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Bclanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan
Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1) Anggaran subsidi pangan Tahun Anggaran 2017 disediakan dalam
APBN Tahun 2017, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian
Anggaran (BA) 999.07. Kebijakan pemerintah pusat dalam
penganggaran program Rastra hanya untuk pengadaan beras dan
pcenyaluranya sampai TD.

2) Subsidi Pangan adalah sclisih antara Harga Pembelian Beras (HPB)
dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).



-13-

3) Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.:
900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah
(Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyaluran Rastra dari TD
sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup
antara lain untuk : biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra
dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga
Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra
kepada KPM di luar Pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi
Rastra untuk KPM di dalam Pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi
secara sukarcla untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke
TB (KPM), yang diatur di dalam Juknis dimasing-masing Kabupaten.
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BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Rastra

Panduan pclaksanaan Program Rastra di Kabupaten berpedoman pada
Petunjuk Teknis Program Rastra ini.

Juknis Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Mojokerto setiap
tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
berkembang.

Juknis Pclaksanaan Program Rastra di Kabupaten disampaikan dan
dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

1) Penetapan Pagu Rastra Kabupaten

a. Pagu Rastra Kabupaten tahun 2017 merupakan besaran jumlah KPM
yang mcnerima Rastra pada tahun 2017 di setiap Kabupaten atau
jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap
Kabupaten.

b. Pagu Rastra untuk sctiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur
dengan mengacu pada Pagu Rastra Kabupaten yang disampaikan
olch Mecenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaaan pada waktu penetapan Pagu Provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah
Pagu Raslra bagi kcluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk
dalam data KPM untuk Program Rastra 2017. Kebijakan ini didanai
olch APBD sesuai dengan kemampuan.

2) Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan

a. Pagu Rastra Kccamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan
Setingkat tahun 2017 mcrupakan besaran jumlah Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang mencrima Rastra pada tahun 2017 di setiap
Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat atau
jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap
Kecamatan dan Desa/Kelurahan/pemerintahan berdasarkan DPM
2017.

b. Pagu Rastra untuk setiap Kecamatan dan
Desa/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat ditetapkan oleh Bupati.

c. Pagu Rastra di suatu Dcsa/Kclurahan/pemerintah setingkat pada
prinsipnya tidak dapat dirclokasi ke Desa/Kelurahan/pemerintah
setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2
(dua) Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai
tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian Pagu
Rastra di masing-masing Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat.

d. Apabila Pagu Rastra di sualu wilayah tidak dapat diserap sampai
dengan tanggal 15 Desember tahun berjalan maka sisa Pagu
tersebul tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.
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e. Untuk wilayah tertentu batas waktu tersebut sebagaimana huruf d,

dapat discsuaikan dengan kondisi wilayah tertentu sampai dengan
24 Desember tahun berjalan yang diatur dalam Juklak dan Juknis.

f. Penyeclesaian Pembayaran Harga Tebus Rastra untuk tahun anggaran

2017 paling lambat diterima Peru

g. m BULOG tanggal 31 Desember 2017.
h. Terkait dengan poin (d) dan (e) di atas, untuk SPA alokasi Desember

paling lambat diterima Perum BULOG tanggal 5 Desember 2017.

B. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)
Pagu alokasi bagi Desa/Kclurahan tetap, tidak dapat ditambah/dikurangi.
Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di
Desa/Kclurahan, dimungkinkan pclaksanaan Mudes/Muskel, untuk
memutakhirkan Daftar Pcnerima Manlaat, yaitu :

1.

Perubahan/pcmbaharuan DPM Rastra dilakukan melalui
Musdes/Muskel pada tahun berjalan pada tahun pelaksanaan program
Rastra.

. Melalui Musdes/Muskel ditetapkan Keluarga yang diganti/dikeluarkan

dari DPM dan Keluarga Pcngganti/masuk ke dalam DPM.

. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan ( PKH ) harus mendapatkan

Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.

KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang
pindah alamat keluar Desa/Kclurahan/Pemerintah Setingkat, KPM yang
seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dan KPM yang dinilai
oleh Musdes/Muskel sudah tidak layah sebagai menerima Rastra, KPM
Rastra yang Kelapa Keluaraganya meninggal tetap memperoleh haknya,
Rastra dibcrikan kepada Pasangan Kepala Keluarga (PKK) atau Anggota
Keluarga Lain (AKL) tanpa mcrigubah nama dalam DPM.

. Keluarga yang dinilai layah scbagai KPM pengganti untuk mengantikan

KPM pada butir 4 (cmpat)diatas diprioritaskan kepada keluarga
miskin/kurang mampu dengan krcteria antara lain sebagai berikut
Jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah,
lansia, pcnyanadang disabililas, kepala keluarga perempuan, kondisi
fisik rumahnya tidak layah huni, berpendapatan paling rendah dan/atau
tidak tetap.

Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan
Mudes/Muskel, dituangkan kc¢ dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar
Penyaluran Rastra di Dcsa/Kclurahan.

Setelah DPM-1 dihasilkan di Tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran
Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.

Mununjuk bhutir 1, apabila Musdcs/Muskel diselenggaraka, maka harus
dilengkapi dcngan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti
(FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan
mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM pengganti dan setiap
KPM yang diganti olch Musdes/Muskel karena dianggap sudah tidak
layah scbagai pencrima Rastra. Format BA, FRP, FPPDT-PFM terdapat
pada Lampiran Juknis Subsidi Pangan (Rastra).
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. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di Tingkat

Kecamatan dan delengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM
sesuai hasil Muscam.

Dokumen BA Musdes/Muskel, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara
berjenjang dari Desa/Kclurahan, ke Kecamatan dan ke Kabupaten.
Berdasarkan Dokumen BA Musdes/Muskel, FRP dan FPPDT-PFM dari
Desa/Kelurahan yang diterima di Tingkat kabupaten, Bupati
mengesahkan DPM akhir Rastra ( DPM-1) untuk Wilayah kabupaten.
Dokumen IBA Musdes/muskel, I'RIP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh
Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur, Dokumen yang
diterima olch CGubernur dari Kabupaten disampaikan Kepala Menteri
Sosial. Dokumen terscbut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial
pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

Hal-hal yang lcbih spesifik terkait perubahan Rastra diatur dalam
Juknis.

C. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

1.

Peluncuran Program Rastra nasional dapat diikuti peluncuran Program
Rastra di Provinsi oleh Gubernur.

Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di Provinsi, Kabupaten
dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran
dan sosialisasi Program Rastra Nasional.

Sosialisasi Pcdum Rastra dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada
saat acara pcluncuran Program Rastra yang dilakukan oleh Tim
Koordinasi Rastra sccara berjenjang.

Pelaksanaan pcnyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu
peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

Sosialisasi Program Rastra sccara umum dilakukan dengan mengacu
pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran Juklak Rastra.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1.

Dalam rangka mecningkatkan clcktifitas penyaluran Rastra kepada KPM
Rastra di berbagai dacrah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan
Pemantauan dan Evaluasi (PL) pcnyaluran Rastra.

Dalam kegiatan pemantauan akan dievaluasi realisasi penyaluran
Rastra dan identilikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan
penyalura, kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan
penyaluran Rastra dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.

Pemantauan dilakukan sccara berjenjang. Tim Koordinasi Rastra
melakukan pecmantauan ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila
diperlukan.

Kegiatan PIZ oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi dapat dikoordinasikan
dengan TKPK Provinsi. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.

Pelaksanaan PE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi
setiap 3 (tiga) bulan sckali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
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Pemantauan dan cvaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan
lapangan (supcrvisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media
dan pelaporan.

Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program agar dibuat
laporan/notulen rapat dan disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi
Rastra Provinsi.

Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan
dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat
pada lampiran Juklak sebagai panduan.

E. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

1)

2)

3)

4)

Penyediaan dan penyaluran Rastra sampai ke TD menjadi tugas Perum
BULOG.

Penyediaan Beras Rastra
Penyediaan beras untuk KPM Rastra oleh Perum BULOG Divre Jatim
berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri. Kualitas beras Rastra
sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan
kemasan bherlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung
dan/atau 50 kg/karung.

Rencana Pcnyaluran

Untuk menjamin kelancaran proscs penyaluran Rastra, Perum BULOG

bersama Tim Koordinasi Rastra mcnyusun rencana penyaluran bulanan

yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

Mekanisme Penyaluran

a. Hasil pcmutakhiran data KPM (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Kepala Pemerintah  Setingkat, dan diketahui atau
disahkan olech Camat dilaporkan secara berjenjang kepada Tim
Koordinasi Rastra Kccamatan dan Kabupaten untuk selanjutnya
menjadi dasar penerbitan SPA kepada Perum BULOG.

b. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten atau Pcjabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA
kepada Perum BULOG.

c. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras
untuk masing-masing Kccamatan atau Desa/Kelurahan dengan
atau tanpa menunggu pcluncuran resmi penyaluran Rastra pada
awal tahun.

d. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras
sampai ke TD termasuk penggantian beras, yang sebelumnya
dilakukan pemcriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim
Koordinasi Rastra di Gudang
Perum BULOG. Mckanisme dan penetapan Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan kualitas beras di gudang
Perum BULOG schelum disalurkan ke TD diatur dalam Juknis.

e. Di TD dilakukan scrah terima beras antara Perum BULOG dengan
Tim Koordinasi Rastra/Pclaksana Distribusi dan dibuat BAST yang
ditandatangani olch kedua belah pihak.
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Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan, namun
terhadap rencana penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan setiap
bulan dikarcnakan letak geogralis yang sulit (pegunungan dan
wilayah kepulauan scrta daerah terpencil), musim panen, musim
paccklik, hambalan transportasi, atau kondisi objektif daerah
lainnya, agar dapat diajukan oleh pelaksana distribusi kepada Tim
Rastra Kabupaten dan dituangkan dalam Juknis.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

a.

b.

Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Dacrah Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Pelaksana Distribusi Rastra harus
melakukan pengecckan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan
oleh Perum BULOG di TD.

Apabila ditemukan Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan
kuantitas yang ditctapkan, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana
Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum
BULOG, dan Perum BULQG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24
jam harus mcnggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
Terkait pcnolakan kualitas dan kuantitas beras maupun alasan lain,
oleh Tim Koordinasi Rastra/ Pelaksana Distribusi/Pihak lain, maka
penolakan  tersebut  harus dituangkan dalam Berita Acara
Penolakan/Pengembalian/Penggantian Beras.

Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara
reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa,
Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Rastra sesuai kebijakan
Kabupaten setempat.

Terkait dengan pelaksanaan Program Rastra, apabila terdapat Kepala
Desa/Lurah/Pclaksana Distribusi yang menolak untuk menerima dan
mcnjalankan Program Rastra di wilayahnya maka harus membuat
Pernyataan Mecnolak Program Rastra disertai dengan materai untuk
dapat dipertanggungjawabkan dan untuk sampai batas waktu yang
ditentukan pclaksanaan distribusi Rastra di wilayah tersebut dapat
diambil alih oleh Tikor Rastra di level atasnya (dalam hal ini dapat
diambil alith oleh Tikor Kecamatan). Terkait permasalahan dimaksud
dapat diatur lebih lanjut dalam Juknis Pemerintah Kabupaten
setempat.

G. Penyaluran Beras Rastra dari TB ke KPM

1.

Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke
KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah
dijangkau olch KPM.

Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh
Pclaksana Distribusi  dengan  menyerahkan Rastra kepada KPM
scbanya 15 kg/KPM/bulan, sclama 12 kali dalam setahun, atau
sesuai dengan kebijakan Pemcerintah Pusat dan dicatat dalam DPM-2,
sclanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra
Kabupatenmelalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
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3. Dokumen DPM-2 mcrupakan bagian dari pelaporan pertanggung-
jawaban pelaksanaan distribusi, sehingga penyerahan DPM-2 oleh
pelaksana distribusi kepada Tim Pelaksana Rastra Kabupaten harus
dilakukan secara rutin tiap bulan penyaluran paling lambat sebelum
pelaksanaan penyaluran alokasi bulan berikutnya. Khusus untuk
wilayah kepulauan dan daerah terpencil frekuensi penyampaian
laporan DPM-2 disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat serta
diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

H. Pembayaran Harga Tebus Beras Rastra (HTR)

1. Harga Tcbus Rastra (HTR) sebesar Rpl1.600,-/kg di TD, dan untuk
wilayah kepulauan pecmbayaran HTR di pelabuhan muat.

2. Pcmbayaran HTR dari KPM kcpada Pelaksana Distribusi Rastra
dilakukan sccara {unai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung
mcnyctorkan uang HTR ke rckening Perum BULOG melalui bank
setempat atau disctorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.
Pclaksanaannya diatur lcbih lanjut dalam Petunjuk Teknis (Juknis)
Kabupaten scsuai dengan kondisi setempat. Apabila KPM tidak
sanggup membayar sccara tunai maka Pelaksana Distribusi atau
Kepala Desa/lurah membuat Surat Keterangan belum membayar atau
Pcrnyataan Berhutang bermaterai yang dilengkapi dengan jatuh tempo
kesanggupan pelunasan tunggakan yang diserahkan kepada petugas
Perum BULOG.

3. Perum BULOG akan membuat pemberitahuan posisi tunggakan HTR
sccara rutin  sctiap  bulin  kcpada Desa/Kelurahan/pemerintah
setingkal, dan  Dcsa/Kclurahan/pemerintah  setingkat — wajib
memberikan jawaban atas konfirmasi dimaksud disertai batas waktu
pclunasan tunggakan HTR kepada Perum BULOG/ Sub Divre
setempat.

Pembiayaan

Biaya penyclenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan

(Rastra), seperti: Rastra APBD, biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi, scrta pengaduan bersumber dari APBD

dan/atau Perum BULOG.
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BAB VI
PENGENDALIAN

A. Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Inspektorat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan

1.

Pelaksana Distribusi Rastra mclaporkan pelaksanaan Program Rastra
kepada Tim Koordinasi Rastra Keccamatan secara periodik setiap bulan.

Tim Koordinasi Rastra Kccamatan melaporkan pelaksanaan Program
Rastra kecpada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap
bulan.

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten meclaporkan pelaksanaan Program
Rastra kepada Tim  Koordinasi Rastra  Provinsi dan  tembusan
disampaikan kepada Sckretaris Tim  Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kabupaten sccara periodik setiap triwulan paling
lambat tanggal 10 (scpuluh) pada bulan berikutnya.

Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi
Rastra Kabupaten paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada awal tahun
berikutnya.

Perurmn BULOG mclaporkan pcelaksanaan pendistribusian Rastra kepada
Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) sctiap bulan.

Lokasi TD dan I'B dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim

Koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat,
dengan tembusan kcpada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan
oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang
diterima oleh Gubcernur darn Kabupaten dilaporkan kepada Menteri
Sosial. Dokumen terscbut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial
pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

Terkait IFormat Laporan dapal dilihal pada Lampiran Juknis Rastra.
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BAB VII
PENGADUAN

Sistem Pengclolaan Pengaduan (SPP) Program Rastra menggunakan
aplikasi berbasis wcb, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan
secara bertahap akan ditcrapkan sccara nasional. Pengaduan pelaksanaan
Program Rastra dapal disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh
pelaksana Program Rastra. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja
Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh
Tim Koordinasi Rastra di tingkat dacrah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di
tingkat pusat scsuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Kabapaten
Mojokerto di bawah koordinasi Inspektur Kabupaten Mojokerto dan Dinas
Pembcrdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.

2. Unit pecngaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra.

3. Pelaksanaan kcgiatan unit pengaduan  Kabupaten mengacu kepada
Petunjuk Pclaksanaan Subsidi Rastra Propvinsi Jawa Timur Tahun 2017.

4. Pengaduan tcntang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara
berjenjang untuk disclesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan
pusat scsuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus
Kemendagri) untuk menyclesaikan  sctiap  langkah dalam proses
pengaduan.

5. Setiap aduan akan diketahui olch segenap anggota Tim Koordinasi Rastra
dan terdistribusi ke Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau Perangkat
Daerah yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.

6. Unit pengaduan Kabupaten di bawah koordinasi instansi yang
membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat
sebagai tecmpat pengaduan.

7. Unit pcngaduan di tingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala
tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk
perbaikan Program Rastra.

8. Pengaduan (crhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan
kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG Subdivre Surabaya
Selatan JI. RA. BASUNI No. 65 Mojokerto Telp 0321 321033 atau GBB
Gunung Gedangan Jl. Bay Pass Mojokerto Telp 0321 323512 atau GBB
Sooko JI. RA. BASUNI No. 19 Sooko Telp 0321 394857 untuk segera
ditindak lanjuti/langsung disclcsaikan.
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BAB VIII
PENUTUP

Rastra adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan
dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian
kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan
dalam pelaksanaannva, schingga masyarakat berpendapatan rendah yang
berhak (KPM Rastra) tidak mendapatkan haknva, maka diselesaikan sesuali
dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOF AL PASA



LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN
2017

| MODEL DPM:-|
DAFTAR PENERIMA MANFAAT RASTRA TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN : MOJOKERTO

KECAMATAN e ereseseenns

KELURAHAN/DESA & .cociereevenerenesenersasesnesesessessssanes

No Nama Kepala Nama Pasangan Nama Anggota Keluarga Alamat Lengkap
) Keluarga Kepala Keluarga Lain
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dst
JUMLAH I
............. vy sesrecasescassesaseassnansinssnn2017
Mengetahui / Disahkan Ditetapkan
Camat, Kepala Desal/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas




MODEL DPM-2

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASTRA TAHUN 2017

(BULAN 1 cvriicrisisassinisnesennsnsnsuennes TAHUN 2017
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : MOJOKERTO
KECAMATAN D rerennaessessasaanas
KELURAHAN/DESA & .o nnsesesarissasasasaenas
No. Nama Alamat Lengkap Jumlah (kg) Harga (Rp) Tanda Tangan KPM
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dst
JUMLAH |
............. y 3 sessesssssensssensvnsennenenasne2017
Mengetahui / Disahkan Titik Distribusi
Kepala Desa/Lurah, Ketua Pelaksana Distribusi

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

Nama Jelas

(Tanda Tangan dan Stempel)




CONTOH BERITA ACARA MUDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan D e, Kabupaten :  Mojokerto

Kecamatan D et Provinsi :  Jawa Timur
Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto Nomor ............ tanggal ......... 2017, tentang Penetapan Pagu Rastra
tahun 2017 , maka masyarakat Desa/Kelurahan ............., Kecamatan ............... , Kabupeten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur.

Menyelengarkan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada :

Hari PSP

Tanggal PP
Dengan Peserta sebagai berikut
1. Aparat Desa OO PPN Orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat ... Orang
3. Perwakilan KPM Rastra 2017 Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :
Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut

1. Jumlah KPM dalamDPM Rumah Tangga
2. Jumlah KPM yang diganti karena: ... Rumah Tangga
a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) . Rumah Tangga
b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) ~ ................. Rumah Tangga
c. Rumah Tangga tercatat dua kali dalam DPMawal ... Rumah Tangga
d. Rumah tangga dianggap sudah mampu .l Rumah Tangga
3. Jumlah Keluarga pengganti (2a+2b+2c +2d) adalah ... Rumah Tangga

dan menyatakan bahwa jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah
KPM pengganti

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

............................. Y~ |} I
(Tempat) (Tanggal)
Kepala Desal/Lurah Ketua BPD/Dekel Perwakilan Tokoh
Agamal/Masyarakat
Tanda Tangan & Stempel Tanda lTangan & Stempel Tanda Tangan
(oo ) e ) (e e )
Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas
Perwakilan KPM Perwakilan KPM Perwakilan KPM
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(e Yo TP ) e, )

Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas



CONTOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN ........
Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto, No.: .......... tanggal ... ... 2017, tentang Penetapan Pagu Rastra
tahun 2017, maka pada hari ini. ............., tanggal ........ , bulan .0 , tahun dua ribu .........., Kami
para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ......... Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur telah mengadakan

Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

Jumlah KPM
| . Awal_ Hasil Muscam

No | Nama Desa/Kelurahan ‘E Keterangan

1

dst

Jumlah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... R & I
Kepala Desa/Lurah Kepala Desal/lLurah
(Tanda tangan dan Stempel) (Tanda tangan dan Stempel)
(Nama terang) (Nama terang)
Kepala Desal/Lurah Kepala Desal/Lurah
(Tanda tangan dan Stempel) (Tanda langan dan Stempel)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)

Disahikan oleh:

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)



CONTOH MODEL SURAT PENUNJUKAN

................. , Januari 2017

Nomor

Lampiran T -

Perihal : Penunjukan Petugas Penerima dan Penanda tanganan
Dokumen Rastra

Kepada Yth

Ketua Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten Mojokerto
Di-

Mojokerto

Dalam rangka kelancaran, kecepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pendistribusian Rastra di
Desa............... Kecamatan.................. Kabupatena Mojokerto. Penerima dan Penanda tangan
dokumen Rastra khususnya Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra adalah Kepala Desa, dan
apabila berhalangan karena suatu hallidak berada ditempat, maka ditunjuk Petugas Penerima
Rastra yang mewakili Lurah, yaitu .

T Jabatan : Sekretaris Desa
2 Jabatan : Kaur Keuangan
K USSP Jabatan : Kaur Kesra.
Berikut adalah nama lengkap, jabatan dan contoh tanda tangan petugas dimaksud.
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Kepala Desa 1
2 Sekretaris Desa 2
3 Kaur Keuangan 3
4 Kaur Kesra 4

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum

Tembusan ;
1. Camat ....................
2. Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan



MODE BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASTRA

NOMOR: ...
Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Mojokerta No - ......................... tanggal
................. dan SPPB/DO No.:... ........... pada hariini: ................, tanggal ................, bulan
.................... tahun ................, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama e eeeeereteteeiaeirei e e et aaaaeaans
Jabatan . Satker Rastra Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kansilog .......c.cocevevecevennnians

selanjutnya disebut PIHAK |
2. Nama L et erereeeeerieeiearaeatetitar e treeasasananas
Jabatan . Pelaksana Distribusi Rasltra *)
Desa/Kelurahan......................oe

selanjutnya disebut PIHAK Il

PIHAK | telah menyérahkan Beras Rastra di TD untuk alokasi bulan ............... sebanyak
................. Kg., untuk ............. RTS-PM, dan PIHAK Il telah menerima beras Rastra di TD sesuai
ketentuan yang berlaku, sebagaimana tersebut diatas dengan pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada KMP menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Rasira dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK I, PIHAK |,
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
( Nama Jelas ) ( Nama Jelas )
Catatan:

*) =sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/lLurah/Kepala Pemerintahan setingkat



CONTOH MODEL SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN BELUM MEMBAYAR

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama PP

Jabatan . Kepala Desa/SekDes/Kaur *).................
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa beras Rastra yang telah didistribusikan di

Desa/Kelurahan.......................Kecamatan............................... Kabupaten Mojokerto
untuk alokasi bulan...................... senilai RpPeeeei i
(corienin ) equivalen . ..kg beras untuk
.. KPM belum dlbayar dan akan segera dlselesa|kan dan/atau dilunasi oleh
Pelaksana DIStI’IbUSI selambat-lambatnya pada tanggal . .. .. .2017.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pembayaran Rastra tersebut belum
dilunasi sebagian/seluruhnya, maka pendistribusian Rastra alokasi berikutnya ditunda
sampai pembayaran tersebut dilunasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

.. 2017

(nama terang/tanda tangan/stempel)

*) Sesuai sural penunjukan dari Kepala Desa/Lurah



MODEL MBA-0

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS RASTRA

KABUPATEN
KECAMATAN
ALOKASI BULAN

DISALURKAN BULAN

MOJOKERTO

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raslra di Titik Distribusi/Warung Desa, telah disalurkan

beras sebanyak .......... kg kepada ...... RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:
No Kelurahan/Desa/ Jumlah Kuantum Nilai BAST e
Kecamatan RTS-PM (Kg) (Rp. 1600/kg) Nomor s ang:
B
— 4 -
| .
| - |
|
o] ~ _ = | D -
\
s - ; L b
] |
e M o _ - (.
|
— - | " EES—— I, N — L =
- ) A .
Jumlah
e N
................. st senmmemmmrevesames B
CAMAT, *) SATKER RASTRA
DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG ............

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama Terang)

Catatan :

*)=atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk

(Tanda Tangan )

(Nama Terang)



REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASTRA

KABUPATEN
ALOKASI BULAN
DISALURKAN BULAN

MOJOKERTO

MODEL
MBA-1

................................................

---------------------------------

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Rastra di
telah disalurkan beras sebanyak

Kecamatan untuk alokasi bulan

........ 2017,

..................... Kguntuk ............... KPM, dengan rincian sebagai berikut:
s/d bulan | bulan Ks/d bulan
No. | Kecamatan lalu ini ini Nilai Keterangan
(Rp)
) 2 3 4 5 6 7
0 -
2 — e
3 —f e - —
4 N o
5
6 o N o L i
7 o o o R
8 . . .
9 R
10 _ L 1 i
Jumiah ... o .
............................................... 2017
BUPATI MOJOKERTO *) DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG ..........
KEPALA,

(Tanda Tangan & Stempel)

Catatan:
*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

........................

( Nama Jelas )

(Tanda Tangan & Stempel)

........................

{ Nama Jelas )




BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASTRA

Pada hari ini ............. Tanggal............... Berdasarkan Sural Permintaan Alokasi (SPA) Bupati
Mojokerto No.:....................., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama PSPPSR
Jabatan PR )

Selanjutnya disebut PIHAK |

2. Nama ORISR
Jabatan TP )
- Selanjutnya disebut PIHAK 1|

3. Nama U
Jabatan cKagud ..o
Selanjutnya disebut PIHAK Il

Dengan ini secara hersama-sama telah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras rastra
secara visual untuk alokasi bulan ............ tahun ......... Kabupaten Mojokerto...... di gudang
Perum Bulog, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibual untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................... yeren..2017
PIHAK 1l PIHAK Il PIHAK
Tanda tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(comeeereeeee ) (oo ) (e, )
Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Catatan :
*) = Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Rastra Kabupaten Mojokerto
**)= Satker Rastra Perum BULOG



MODEL LT -0

Nomor
Lampiran :
Perihal . Laporan Pelaksanaan Program Rastra
51511210 [ TeTaR e — Tahun 2017
Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Mojokerto
di
Dengan ini disampaikan lLaporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan: ...,

Tahun 2017, sebagai berikut:

01. Scsialisasi (isinya  laporan  tentang
pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang
meliputi  wilayah,  peserta, materi, dan
permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta

pemecahannya)
02. Penyaluran Beras
Rencana Alokasi Realisasi
| | sid | s |
s/d o 2E 1 R sd
, : ini | bl b :
No Desall{el Binlalis binini | bn n ! bin ini Bkl
. | ini lalu |
| i | !
1 2 3 | 1 G 6 | 7 8
1l | A MBI | | B
S T A TR B T
4 | T | _
Dst L I S g
__Jumfah [ | L i T |
03. Hasll . (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan
Pemantauan instrumen/formulir pamantauan Rastra yang terlampir
& Evaluasi di Juknis ) Permasalahan dan Saran ( diuraikan juga
dari hasil penanganan pengaduan ).
Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.
R} IF

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

(Tanda Tangan & Stempel)



MODEL LT -1

Nomor

Lampiran

Perihal : Laporan FPelaksanaan Program Rastra
BUlan s imsssommms Tahun 2017

Kepada Yth.:

Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Timur

di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan: ...,
Tahun 2017, sebagai berikut:
01. Sosialisasi S el (isinya  laporan  tentang
pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang
meliputi  wilayah, peserta, materi, dan
permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta

pemecahannya)
02. Penyaluran Beras o
‘r____ Rencana Alokasi 4] ___ Realisasi
i s/d s/d
s/d = o] o sd
No. DesalKel bin ini bin bin TR,
bin lalu R i bl bln ini
i ini lalu
|
1 ] 2 3 | 4 | &5 | 6 | ¥ 8
1] N N T IO R ] 1O
N T | I
4 ] |
[ Dst | S F TR (R 10D
L doamtah [T ° 1 - AF T TR [
03. Hasll :  (Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan
Pemantauan instrumen/formulir pamantauan Rastra yang terlampir
& Evaluasi di Juknis ) Permasalahan dan Saran ( diuraikan juga
dari hasil penanganan pengaduan ).
Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.
.................. DRI | | 117 |



MODEL LT -2

Nomor

Lampiran

Perihal Laporan Peiaksanaan Program Rastra
B ..o onmnaimsisis Tahun 2017

Kepada Yth.:

Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat

di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan: ...,
Tahun 2017, sebagai berikut:

01z -Boslalisast 00§ csessesasss (isinya  laporan  tentang
pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang
meliputi  wilayah, peserta, materi, dan
permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta
pemecahannya)
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03. Hasil (Dwraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan
Pem instrumen/formulir pamantauan Rastra yang terlampir

& Ev

di Juknmis ) Permasalahan dan Saran ( diuraikan juga
dari hasil penanganan pengaduan ).

Demikian disampaikan mohon maklum dan lerima kasih.



STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendckatan sccara kescluruhan yang diterapkan
dalam menyosialisaikan Program Rastra kepada berbagai khalayak sasaran
terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Rastra di Kabupaten Mojokerto
dilaksanakan olch Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Mojokerto dan memerlukan
perencanaan bersama antara Perangkat Daerah anggota Tim Koordinasi Rastra
serta kerjasama dalam pelaksanaannya, schingga dapat berjalan dengan efektif
dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Rastra secara utuh
dan komprchensit.

2. Membangun icosadaran dan pemahaman  para pemangku  kepentingan
bahwa Progran: Rastra mcrupakan program bersama yang menghendaki
kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.

3. Membangun kcherpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan
untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra agar dapat mencapai
tujuannya.

B. Sasaran
Sasaran strategi komunikasi Program Rastra mcliputi pemangku kepentingan
yang bervariast ving secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima
manfaat program (KPM), Instansi/Lembaga  terkait  pelaksanaan program
(Perangkat Dacrali «: Kabupaten Mojokerto yang terlibat dalam Tim Koordinasi
Rastra), kelompok pendukung serta permangku kepentingan lainnya (TKPK,
DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll)

C. Metode

1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara massif
dan intensil kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan
berbagai saluran komunikasi.
Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh
khalayak sasaran tentang  prinsip  dasar, kebijakan dan mekanisme
Program Kaslii  sccara  kescluruhan, sehingga masyarakat memiliki
kesadaran dan nengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif
mengawal pelak canaan Program Rastra.



2.

Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran
informasi schagnimana diuraikan pada butir 1 diatas, Bedanya dalam
kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk
membangun keherpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program
Rastra.

Advokasi, dilakii<an dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen
para pcmangic: kebijakan  Program  Rastra. Dengan  demikian, para
pengambil kepivusan akan lebih memahami penungnya Program Rastra
dan mempunve: komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam
pelaksanaan dan pengawasan Program Rastra.

D. Materi/Pesan
Matceri/pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program

rastra adalah schigai berikut :

Qo op

®

Scjarah Program Rastra

Tujuan, manfaat dan sasaran Program Rastra

Pagu Rastra don kepesertaan Program Rastra

Aspek kelembas:an Program Rastra. terkait pembagian peran dan tanggung
jawab aniar iciibaga di dalaim Tim Koordinasi Rastra dan di berbagai
tingkatan (pusat dlan dacrah).

Aspck perenciasoan dan penganggaran Program Rastra

Mckanismeo pelisanaan Program Rastra, termasuk didalamnya mekanisme
penyaluran beri Rasura

Indikator kineri: Program Rastra

Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Rastra.

E. Saluran/Media ¥omunikasi

1.

Komunikasi personal/kcelompok  (ceramah, diskusi dib alai desa,
khotbalr di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat,
sosialisast  oleh TKSK  dan fasilitator  program penanggulangan
kemiskinan fuinnya.

Pertemuising ranat koordinast, scrminar, lokakarva
Mater G {leatlet, buidet. fiyer, buku pedoman
umum/jukla’ aknis, advertoriai di majalah, tabloid, koran)

Media trac: nal (pertumjukaen wayang,  lenong, atau  bentuk
kesenian lainva sesuai kekhasan dacrah masing-masing)

Media penvisean, berupa iidlan layanan masyarakat, running text atau
talleshoio/ dicieg (televisi, radio nasional maupun radio komunitas)

Media uar riang {spanduk, baliho, poster)



7. Media baru

Mojokerto, mi

Monitoring peci

untuk mengciain
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pemantauan daj.

selanjutnya.

Dukungan pcini

APBD, lembaga

pertanggungjawalb:

perundangan.

(media internet,  situs web  Pemerintah Kabupaten

wha sosial (fucebook, twitter, dll.)

ntauan perlu dilakukan sectelah pelaksanaan sosialisasi
ipakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan
khalavak sasaran  terhadap Program Rastra. Hasil
menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi

iyaan soslalisasi Program Rastra dapat berasal dari APBN,
r dan dart partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola

1 penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan
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